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Pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara, dengan adanya
pajak dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi
masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai Negara berkembang terus
mengadakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk mengejar
ketertinggalan dengan Negara lain dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Salah satu pendapatan pemerintah yaitu dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Anggaran tersebut salah
satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor
merupakan salah satu faktor yang mendukung pendapatan asli daerah apabila
dilihat dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Didalam pajak kendaraan bermotor terdapat pajak progresif yang mana
pajak progresif tersebut dikenakan atas kendaraan milik pribadi roda empat
seperti sedan, jeep, stasion wagon serta roda dua diatas 250 cc dalam satu
kartu keluarga dan alamat yang sama. Pajak progresif dipungut berdasarkan
Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot. Pajak progresif dihitung dengan
jumlah dasar pengenaan dikali tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif
dikenakan kepada kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling rendah
sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Dengan adanya pajak progresif
dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor
khususnya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Terdapat beberapa proses pengenaan pajak progresif diantaranya proses
pengenaan kendaraan baru dan proses pengenaan pengesahan STNK 1 Tahun
atau dapat dikatakan penelitian ulang 1 tahun. Keduanya terdapat perbedaan

yaitu apabila kendaraan baru terdapat perekaman data dan pada saat
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perekaman data sedangkan proses pengenaan pengesahan STNK 1 tahun
tidak ada perekaman data karena sudah tersimpan di data base.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 428/UN25.1.2/SP/2019,
Diploma I11 Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
IImu Politik, Universitas Jember).
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28
Tahun 2009). Jadi, pajak adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada
Negara yang terutang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pajak dapat membantu
pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi masyarakat indonesia.
Indonesia sebagai Negara berkembang terus mengadakan pembangunan di
segala bidang dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan Negara
lain dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019
dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga
memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta
mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Penerimaan
perpajakan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan di tahun 2019
penerimaan perpajakan mencapai 1.786,4 Triliun yang digunakan untuk
belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Tidak hanya
dari sektor perpajakan namun yang menjadi sumber penerimaan negara juga
berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan
penerimaan yang diterima oleh Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber
daya khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam
yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah. Penerimaan
Negara Bukan Pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di tahun
2019 PNBP mencapai 378,3 Trilliun.
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Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan dilndonesia
sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk lebih aktif dalam mencari
sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah
dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-
undang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi
salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Pada dasarnya pajak
dan retribusi daerah tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja yang
menetapkan dan memungut, akan tetapi juga berkaitan dengan masyarakat
pada umumnya.

Dalam praktiknya, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan
retribusi daerah, akan tetapi terdapat perbedaan dari keduanya yang sangat
signifikan. Secara garis besar retribusi daerah lebih menekankan terhadap jasa
yang diberikan oleh Negara, jasa tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat
yang membayar retribusi daerah seperti contoh retribusi parkir. Sedangkan
pajak daerah tidak mendapat balas jasa secara langsung karena hasilnya
digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Ditinjau dari lembaga pemungutannya,
pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.Pajak pusat
merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-
undang, pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya dapat
digunakan untuk membiayai pembangunan. Sedangkan pajak daerah
merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung
yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi dua
bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak Provinsi
antara lain yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,

dan, Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota antara lain yaitu
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Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pelaksana dari amanah UU No 28 Tahun 2009 di Provinsi Jawa Timur
adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPENDA) dimana
Bapenda Provinsi Jawa Timur mempunyai 35 unit pelaksana teknis yang
berisi sekaligus kabupaten/kota di Jawa Timur. Kantor UPT Pengelolaan
Pendapatan Daerah Jember memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah,
ketatausahaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan pendapatan
asli daerah yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
Jember antara lain :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Air Permukaan dan

4. Retribusi Jasa Usaha

Dari pemungutan di atas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
memiliki target agar dapat memaksimalkan kinerja. Berikut adalah target dan
realisasi penerimaan kas pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Kas pada UPT Pengelolaan
Pendapatan Daerah Jember Tahun 2016 sampai 2018

No Tahun Target Realisasi %
1 2016 251.849.222.000 278.428.478.916 110,55
2 2017 255.414.778.000 301.239.707.755 117,94
3 2018 291.993.200.000 343.425.770.402 117,61

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 3 tahun terakhir di UPT
Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember sudah memenuhi target yang di
tetapkan bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dengan

meningkatnya target dan realisasi tersebut maka penerimaan asli daerah
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menjadi lebih besar dari tahun ke tahun. Berikut adalah target dan realisasi

masing-masing jenis pajak provinsi yang dikelola oleh UPT Pengelolaan

Pendapatan Daerah Jember :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Kas masing —masing jenis

pajak provinsi yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
Jember tahun 2016 sampai 2018

Tahun 2016 % 2017 % 2018 %
Target (Rp) 251.849.222.000 110,55 255.414.778.000 117,94 291.993.200.000 117,61
Pajak Kendaraan

164.046.466.031 108,02 183.299.794.306 117,90 202.959.875.612 120,07
Bermotor
Bea Balik Nama

111.089.704.200 112,90 115.003.652.000 116,98 137.889.768.600 113,78
Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan 381.615.450 115,29 490.969.450 150,82 542.344.300 131,64
Retribusi Jasa Usaha 86.713.235 173,10 156.638.620 143,05 186.675.205 115,80
Denda 1.557.463.090 958.657.172 405.599.254
Pendapatan Lain-

1.266.513.950 105,54 1.329.992.950 110,83 1.441.506.950 120,13

Lain

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah

yang potensial dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor

(PKB). Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah

pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini

dikenakan pada perorangan atau badanyang memiliki kendaraan. Yang perlu

diperhatikan dari pajak ini adalah bahwa penghitungan dasar pengenaan

pajaknya

pengenaan pajak ini ditetapkan oleh Menteri

seringkali

berubah-ubahsetiap

tahunnya. Perubahan dasar

Dalam Negeri dengan

pertimbangan dari Menteri Keuangan.Akibat dari nilai yang berubah-ubah ini

menimbulkan ketidakpastian jumlah pajak yang harus dibayar.

Diantara 4 (empat) jenis pajak yang dikelola oleh UPT Pengelolaan

Pendapatan Daerah Jember, salah satu penerimaan yang memberikan

kontribusi cukup besar didalam Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak
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Kendaraan Bermotor (PKB). Dapat dilihat pada tabel berikut terkait target
dan realisasi penerimaan kas khusus pajak kendaraan bermotor pada UPT
Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tahun 2016 sampai 2018.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Kas khusus pajak kendaraan

bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tahun 2016

sampai 2018
No  Tahun Target Realisasi %
1 2016 151.870.832.000  164.046.466.031 10802
2 2017 155.470.711.000  183.299.794.306 11790
3 2018 160.035.000.000  202.950.875.612 12007

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019

Dapat dilihat perkembangan objek kendaraan bermotor dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi yang sangat besar
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor
dipungut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor di Jawa Timur. Ada beberapa tarif yang diatur dalam peraturan
tersebut diantaranya :

Tabel 1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor Bukan Umum 1,5%
Kendaraan Bermotor Umum 1%
Kendaraan Ambulans, Pemadam 0,5%

Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga

Sosial dan Keagamaan, Pemerintah/TNI-

POLRI dan Pemerintah Daerah

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan 0,2%

Alat-Alat Besar

Dasar Pengenaan PKB  terhadap 50% dari Nilai Jual Kendaraan yang

Kendaraan Bermotor Roda 2 Usia 25 Berlaku
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Tarif Progresif
Kepemilikan Kedua 2%
Kepemilikan Ketiga 2,5%
Kepemilikan Keempat 3%
Kepemilikan Kelima dan Seterusnya 3,5%

Sumber : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 1276 Tahun 2018

Sebagaimana tabel di atas penulis lebih fokus kepada pajak kendaraan
bermotor dengan tarif kepemilikan kedua dan seterusnya atau lebih dikenal
dengan istilah tarif pajak progresif karena pengenaan tarif pajaknya berbeda
antara tarif pajak kendaraan bermotor dengan tarif pajak progresif. Maka dari
itu penulis lebih fokus terhadap tarif pajak progresif.

Tarif pajak progresif adalah pemungutan pajak dengan cara menaikkan
persentase kena pajak yang harus di bayar sesuai dengan kenaikan objek
pajak. Pengenaan tarif pajak progresif di pungut sesuai dengan Undang-
Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
pasal 6 ayat 1b mengatakan bahwa kendaraan bermotor kedua dan seterusnya
di kenakan pajak progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 1276 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa pengenaan pajak
progresif di kenakan terhadap kendaraan bermotor milik pribadi atau
perorangan roda empat dengan jenis sedan, jeep, stasion wagon, minibus,
microbus dan pickup double cabin dan roda dua 250 cc ke atas yang memiliki
kendaraan lebih dari satu kendaraan dalam kartu keluarga dan alamat yang
sama. Untuk menentukan besaran tarif pajak progresif dapat di lihat dari tipe,
tahun dan isi silinder (cc) kendaraan bermotor. Tarif pajak progresif
dikenakan kepada masyarakat kalangan menengah ke atas yang memiliki
kendaraan lebih dari satu. Munculnya pajak progresif supaya ada kesetaraan
antara kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah,

maksudnya tidak membedakan antara kalangan menengah keatas dan
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menengah kebawah dalam membayar pajaknya jadi disini sama-sama
membayar pajaknya sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. Disisi
lain, masih ada wajib pajak yang belum mengetahui terkait proses pengenaan
pajak progresif tersebut.

Pajak progresif juga berpengaruh kepada kepemilikan apabila wajib pajak
yang pertama menjual kendaraannya akan tetapi tidak lapor jual otomatis
kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama. Secara administrasi
penyampaian surat-surat perpajakan ke pemilik pertama sudah terjual agar
dapat mendeteksi tepat sasaran pemilik pertama harus lapor jual dan pemilik
kedua akan balik nama atas kendaraan tersebut. Disisi lain, pajak progresif
juga di arahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan
yang di sebabkan oleh padatnya kendaraan pribadi. Maka dari itu
pertumbuhan infrastruktur (jalan publik) tidak sesuai dengan pertumbuhan
objek kendaaran bermotor (tidak seimbang) di karenakan semakin banyaknya
objek kendaraan bermotor yang mengakibatkan kemacetan.

Selain itu, dengan adanya pajak progresif dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).Berikut adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Progresif yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif tahun
2016 sampai 2018

Tahun 2016 % 2017 % 2018 %
Kepemilikan 11
) 2.212.137.158 1,34 2.584.528.917 1,41 2.893.901.800 1,43
(Tarif 2%)
Kepemilikan 111
) 637.870.360 0,39  695.339.200 0,38  412.323.795 0,20
(Tarif 2,5%)
Kepemilikan 1V
] 89.767.600 0,05  102.229.300 0,06 88.135.900 0,04
(Tarif 3%)
Kepemilikan >lima
] 130.592.300 0,08  305.087.100 0,17  191.878.700 0,09
(Tarif 3,5%)

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif mengalami

peningkatan untuk kepemilkan kedua, meskipun kepemilikan ketiga dan
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seterusnya mengalami peningkatan dan penurunan, akan tetapi pajak
progresif tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pajak
kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis akan membahas
Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Proses Pengenaan Pajak Progresif
Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan
Pendapatan Daerah Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis,
maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu “Bagaimana Proses
Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui,
memahami, dan menjelaskan tentang Proses Pengenaan Pajak Progresif
Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan
Pendapatan Daerah Jember.

1.4 Manfaat

Laporan Tugas Akhir ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara
praktis maupun manfaat secara teoritisyaitu :

a. Manfaat Praktis

1) Dapat lebih meyakinkan para pembaca terkait dalam
mempertimbangkan maupun mengambil keputusan dengan
memiliki informasi yang memadai terkait dengan pajak progresif

2) Memberikan sumber ilmu pengetahuan di bidang perpajakan,
khususnya tentang pajak progresif.

b. Manfaat Teoritis

1) Sebagai sumber informasi bagi penelitian sejenis yang akan datang

2) Untuk menambah informasi serta pengetahuan mengenai

diberlakukannya pajak progresif
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal | pajak adalah kontribusi wajib
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.Hartati (2015:387) menyimpulkan bahwa pajak
adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang — undang yang
dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (interprestasi)
secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan
umum.

Resmi (2016:2) menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak

antara lain sebagai berikut :

a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk
membiayai public investment.

2.1.1 Pengelompokan Pajak
Mardiasmo (2016:7) menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak terbagi
menjadi 3 (tiga) diantaranya sebagai berikut :
a. Menurut golongannya
1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
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2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib
pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,
tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh :
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai

2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :
e Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
e Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran,
dan Pajak Hiburan.
2.1.2 Fungsi Pajak
Sumarsan (2017:5) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena
pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas
maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas

Negara, yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-
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pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara
dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya.Biaya
ini dapat di peroleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di
tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku
ekonomi.Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system
pajak, paling tidak dalam system perpajakan yang benar tidak terjadi
pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi
dan social.Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang
keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sector swasta.
Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam
negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri,
pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar
negeri.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2016:4) mengemukakan bahwa agar pemungutan pajak tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus
memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.Adil dalam
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan
merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedang
adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib
pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat
yuridis)Di Indonesia, pajak diatur dalam UU 1945 pasal 23 ayat 2. Hal
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ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
Negara maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah
dari hasil pemungutannya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2016:8) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) system
pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut :
1) Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada fiskus
b) Wajib pajak bersifat pasif
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.
2) Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak
yang terutang. Ciri-cirinya :
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada wajib pajak sendiri.
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b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3) Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang
terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong
atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu
pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dari 3 sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo dapat
dikatakan bahwa pajak progresif termasuk dalam Official Assessment System
karena wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah
dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jadi, wajib pajak tidak perlu
lagi mengitung pajak terutangnya melainkan cukup membayarnya saja.

2.2 Pajak Daerah
2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Siahaan (2013:9) menjelaskan pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pajak daerah,
yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah
Mardiasmo (2016:15) menyimpulkan bahwa jenis pajak daerah dibagi

menjadi 2 bagian,yaitu :
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a. Pajak Provinsi, terdiri dari :
1) Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Pajak Air Permukaan;
5) Pajak Rokok.
b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Reklame;
5) Pajak Penerangan Jalan;
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7) Pajak Parkir;
8) Pajak Air Tanah;
9) Pajak Sarang Burung Walet;
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2.2.3 Tarif Pajak Daerah
Mardiasmo (2016:16) menyimpulkan bahwa tarif untuk Pajak Kendaraan
Bermotor yaitu sebesar:
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebgai berikut :
1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah
sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen);
2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya
tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2%
(dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Pasal 96 menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah adalah sebagai berikut :
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a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan
surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan.

c. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan
penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa karcis dan nota perhitungan.

e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor
2.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor
Keputusan kepala badan pendapatan daerah provinsi jawa timur No. 1276
Tahun 2018 mengemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor yang
selanjutya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan
beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi usntuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat
dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan
tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan
di air.
2.3.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Objek pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang No. 28 Tahun
2009 pasal 3 ayat 1 tentang objek pajak kendaraan bermotor adalah
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal
4 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau

menguasai kendaraan bermotor.
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Wajib pajak kendaraan bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 4
ayat 2 tentang wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau
badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan

Bermotor

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yaitu :

a. Dasar pengenaan PKB adalah perkalian antara nilai jual kendaraan
bermotor dengan bobot;

b. Dasar pengenaan PKB tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Penghitungan dasar pengenaan PKB yang belum tercantum dalam
Peraturan Gubernur, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 antara lain sebagai
berikut :

a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum;

b. 1% untuk kendaraan bermotor umum

c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam

kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan,
Pemerintah/TNI-POLRI dan Pemerintah Daerah;
d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat;
e. Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan roda dua dengan usia 25
(dua puluh lima) Tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual
kendaraan bermotor yang berlaku.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276
Tahun 2018 menjelaskan bahwa perhitungan besaran Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) sebagai berikut :
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Besaran PKB = Tarif x Dasar Pengenaan

2.3.4 Masa dan Saat Terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
1276 Tahun 2018 untuk Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah 12 (dua
belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan
bermotor.
2.4 Pajak Progresif
2.4.1 Definisi Pajak Progresif
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Pasal 6 ayat 1b pajak progresif adalah tarif pemungutan
pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang
digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk
setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Singkatnya pajak progresif adalah
bertambahnya tarif pada setiap jumlah objek pajak kendaraan bermotor.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276
Tahun 2018 mengemukakan bahwa pajak progresif adalah pajak yang
dikenakan atas kendaraan milik pribadi yang memiliki lebih dari satu
kendaraan atas nama pribadi dan masih dalam satu kartu keluarga serta
alamat yang sama, tidak berbadan hukum dan tidak plat kuning termasuk
kendaraan truck, pick up dan bus.
2.4.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Progresif
Objek pajak progresif berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerahyaitu Kepemilikan
kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2
(dua) yang isi silinder 250 cc ke atas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif
pajak progresif.
Subjek pajak progresif adalah orang pribadi pemilik kendaraan bermotor

yang berpotensi dikenakan pajak progresif atas kepemilikan lebih dari satu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

Wajib pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi meliputi pembayaran
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan untuk
kendaraan atas nama badan tidak dikenakan pajak progresif.

2.4.3 Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur yaitu :

a. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);

b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima peren);

c. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);

d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima

persen).
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan
3.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
a. Lokasi Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan di Kantor
Bersama Samsat UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember yang
terletak di Jalan Teratai No. 10-11, Kaliwates Kabupaten Jember 68131
b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir di Kantor Bersama
Samsat UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember selama 30 hari
kerja, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019.
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja efektif di Kantor Bersama Samsat

UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Hari Kerja Jam Kerja

Senin s/d Kamis Pkl 07.00 — 15.30 WIB
Jumat Pkl 06.00 — 14.30 WIB
Sabtu & Minggu Libur

*Hari Jumat diadakan senam pagi dimulai pukul 06.00-07.00
Sumber : UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bagian Tata Usaha,
Pelayanan Samsat serta Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan ruang lingkup
kegiatan tersebut akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul
“Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan
Selama pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir, penulis melaksanakan
beberapa kegiatan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan selama di UPT Pengelolaan

Pendapatan Daerah Jember

No  Waktu Kegiatan Penanggung Jawab
(@) (b) (© (d)
1 Minggu Apel pagi
Pertama Perkenalan dengan o
o ) Moeh Djamil, S.Sos
1 Feb pegawai instansi
) ) . selaku Kepala Tata
sampai 8 Penempatan di bagian
Usaha
Feb 2019 Tata Usaha
Apel pulang
2 Minggu Apel pagi
Kedua Sharing awal tentang
11  Feb pajakkendaraan
sampai 15 bermotor
Feb 2019 Mengentry data surat
tagihan PKB ke aplikasi Moeh Djamil, S.Sos
kantor selaku Kepala Tata
Mencatat surat masuk Usaha
dan surat keluar
Mengentry data surat
masuk ke aplikasi
kantor
Apel pulang
3 Minggu Apel pagi
-gg pet pag Moeh Djamil, S.Sos
Ketiga Mengentry data surat
J e selaku Kepala Tata
18 Feb tagihan PKB ke aplikasi
) Usaha
sampai 22 kantor
Feb 2019 Sharing tentang pajak

kendaraan bermotor
Mencatat surat masuk
dan surat keluar
kantor

Apel pulang
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Minggu a. Apel pagi
Keempat b. Mengentry data surat
25 Feb tagihan PKB ke aplikasi
sampai 1 kantor
Maret c. Mencatat surat masuk
2019 d. Mengentry data surat
masuk ke aplikasi Moeh Djamil, S.Sos
kantor selaku Kepala Tata
e. Sharing tentang pajak Usaha
progresif
f.  Mencatat data terkait
bendahara pengeluaran
g. Apel pulang
Minggu a. Apel pagi
Kelima b. Mengentry data surat
4 Maret tagihan PKB ke aplikasi
sampai 8 c. Mencatat surat keluar
Maret d. Sharing tentang pajak o
T DYogreait Moeh Djamil, S.Sos
e. Melayani wajib pajak g Kepala Taty
yang lapor jual dan Usaha
blokir
f.  Melayani wajib pajak
progresif
g. Apel pulang
Minggu a. Apel pagi
Keenam b. Sharing tentang pajak
11 Maret progresif Moeh Djamil, S.Sos
sampai 18 c. Melayani wajib pajak selaku Kepala Tata
Maret yang lapor jual dan Usaha
2019 blokir
d. Apel pulang
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3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan penulis saat menyusun Laporan Tugas
Akhiryaitu :
a. Data Kualitatif
Widoyoko (2017:18) menyatakan bahwa data kualitatif merupakan
data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik
keadaan, proses, peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan
dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.Data kualitatif pada
pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata ini berupa hasil wawancara
dengan pegawai di instansi tersebut.
b. Data Kuantitatif
Widoyoko (2017:21) menyatakan bahwa data kuantitatif merupakan
data yang berwujud angka-angka sebagai hasil observasi atau
pengukuran. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan praktek kerja
nyata ini berupa target dan realisasi penerimaan kas UPT Pengelolaan
Pendapatan Daerah Jember, target dan realisasi penerimaan kas
masing-masing jenis pajak, target dan realisasi penerimaan kas khusus
pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor tarif
progresif serta data pengenaan pajak progresif.
3.3.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas
Akhir ini yaitu :
a. Data Primer
Widoyoko (2017:22) menyatakan bahwa data primer merupakan data
yang di peroleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang
pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung
seperti hasil wawancara dan hasil pengisian angket (kuesioner). Data
primer dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa hasil wawancara dan

data-data terkait pajak progresif.
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b. Data Sekunder
Widoyoko (2017:23) menyatakan bahwa data sekunder merupakan
data yang diperoleh dari sumber kedua.Data sekunder dalam
pelaksanaan kegiatan ini di peroleh dari internet, artikel, jurnal dan
lain-lain.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam menyusun
Laporan Tugas Akhir ini yaitu :
a. Wawancara
Widoyoko (2017:40) menyatakan bahwa wawancara merupakan suatu
proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewancara
(interviewer) dengan responden atau orang yang di interview dengan
tujuan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan oleh peneliti.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini penulis melakukan wawancara
dengan pihak yang mengerti terakit pajak progresif serta meminta data
langsung yang diperlukan kepada narasumber.
b. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan
buku, internet, peraturan, penelitian sebelumnya serta referensi yang

berhubungan dengan laporan tersebut.
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BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil Tugas Akhir yang telah penulis buat, dapat
disimpulkan proses pengenaan pajak progresif terhadap wajib pajak
kendaraan bermotor pada UPT pengelolaan pendapatan daerah jember terdiri
dari :

a. Proses pengenaan pajak progresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu
proses pengenaan kendaraan baru dan proses pengenaan pengesahan
STNK 1 tahun

b. Terdapat perbedaan antara proses pengenaan kendaraan baru dengan
proses pengenaan pengesahan STNK 1 tahun yaitu apabila kendaraan
baru terdapat perekaman data dan pada saat perekaman data akan
ditanya oleh petugas terkait kendaraan tersebut sedangkan proses
pengenaan pengesahan STNK 1 tahun tidak ada perekaman data
karena sudah tersimpan di data base dan pada saat pendaftaran akan
ditanya oleh petugas terkait kendaraannya.

c. Masih ada wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami terkait
pajak progresif.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan Praktek
Kerja Nyata di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, penulis
memberikan saran kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
sebagai berikut :

a. Untuk pengenaan pengesahan STNK 1 tahun seharusnya tetap ada
perekaman data supaya dapat mengetahui terdapat perubahan terkait
data tersebut atau tidak.

b. Mengadakan sosialisasi terkait pajak progresif kepada wajib pajak
pada saat pelayanan ataupun saat menagih pajak kendaraan bermotor,

c. Memberikan info terkait pajak progresif dengan cara menempelkan

brosur di dinding Kantor Bersama Samsat.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang

, " Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan,
~ Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Jember Jurusan limu Mwm '
~ Program Studi Diploma Ill Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata

v w Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan
o nelaksanakan kegiatan magang sebagai berikut: 4 i
R e T NAMA NIM | Program Studi 2
i | Nisa Fahriza 160903101015 | Diploma lli Perpajakan |
_- 2 Nilna Muna Hernawati 160903101034 | Diploma HI Perpajakan ,-. K

g rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019
lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang. ;

disampaikan terima kasih.
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Lampiran 2. Surat Diterima Magang
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Lampiran 3. Surat Tugas Magang

Nomor : 42 /UN25.1.2/5P/2019
Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga
perpajakan Fakultas lmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini
Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada
mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini;

- |NO NAMA NIM Program Studi
: | 1 |NisaFahriza 160903101015 | Diploma IIl Perpajakan
| 2 | Nilna Muna Hernawati 160903101034 | Diploma Il Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
~ mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019,
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi

AKﬂLTAS mmmﬂ !LMU mm '
5 ,n.lwmmn Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax, (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 755/UN25.1.2/5P/2019
mpmmﬂnmmlal Dan limu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B, M.M.
NIP 1760014664
Jabatan : Dosen

‘Pangkat, golongan  :-,-

i supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu
dan Itmu Politik Univemtas Jember dika.ntor UPT Pengelolaan Peadepatan

NIM
160903101015
160903101034
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Lampiran 5.Surat Tugas Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1. Kalimaran 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 135586 Jember 68121

SURATTUGAS
Nomor : 894/UN25.1.2/5P/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D Il Perpajakan
Fakultas limu Sosial Dan llmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas lmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

] PANGKAT/
NO NAMA i JABATAN | KETERANGAN
Sandhika Cipta Bidhari SMB, MM, - e
1 | NRP, 760014664 : Dosen

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nilna Muna Hernawati

NIM : 160903101034

Program Studi  : D [l Perpajakan y

Judul : Mekanisme Penetapan Pajak Progresif Atas Pajak Kendaraan Bermotor Pada

Kantor Bersama Samsat di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
s Pada Tanggal : 26 Februarl 2019

44
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Lampiran 6. Daftar Absen Magang

£ 160903101034/DI1I Perpajakan
+ 01 Februari s/d 18 Maret
12019

Tanggal | Waktu
01/02/2019 | 06.00-14.30
040272019 | 07.00-15.30
06/02/2019 | 07.00-15.30
07/02/2019 | 07.00-15.30
08/02/2019 | 06.00-14.30
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26 | Selasa | 12/03/2019 | 07.00-15.30 26 T
27 | Rabu 13/03/2019 | 07.00-15.30 | 27 T4

28 | Kamis | 14/03/2019 | 07.00-15.30 28 VW
29 | Jumat | 15/03/2019 | 06.00-14.30 |29 WA
30 | Senin | 18/03/2019 | 07.00-15.30 30 7

Jember, 18 Maret 2019

a.n Kepala Unit Pelaksana Teknis
Penglolaan Pendapatan Daerah Jember

Penata
NIP 19651110 199403 1010
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Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 8. Daftar Konsultasi dan Bmbingan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

49

Lampiran 9. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Menimbang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan

negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa

yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah |
i telah diubah beberapa kali terakhir dengan i

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang I &

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor . hun 8 <]
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9.

f.  bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mm;
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

g bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat  : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat
(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan { |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
kekuasaan pemerintahan negara  Republik  Indonesia
sebagaimana djmnhuddalaml:nmwmngm
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemenntah Daerah  dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur
mﬁunmhmmhﬂhmﬂﬂmh.

Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya

MMDMMWWMMM
mew
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12,

13,

- i}

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baitk yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga wnk
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.
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21.

23.

24,

SE~

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia Jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup Jusa m!,
losmen, gubuk  pariwisata, wisma
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
mmnhknadenpn;umhhlmmarleh&daﬁ 10 (sepuluh).

. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga[kawrln&

Wﬂmwmadﬂnhmakmmdawhﬁm

Hlb‘ummmu&jcmsmpm
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47.

ST

. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan bangunan.

. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

dikenakan Pajak.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut peuak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 {satu) bulan kalender

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajnk adalah ]angka waktu yang lamanya 1 (satu]
bila Wajib Pajak menggunakan

tahunhukuyangndaksamadengmtnhunw
Pajak vang terutang adalah pejakyanshamadihayarpada
suatyu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak scsuzi dengan kmm
adalah suatu hmnmhidui
retribusi,
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> g 75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/atau untuk tujuan lam dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan pemndmg-undm perpajakan

i’ ‘daerah dan retribusi daerah

o 76, meﬂikaumd&kmdanndihdmwpmwdm

) retribusi adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh
: Penyidik untuk mencari serta mengum, bukti yang
F d&nmnbukﬂnumhuatwmg nndakpﬁm@dlﬁ’ﬁng:
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(3)
(4)

5

“ 1.

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

:3:!: Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

E".-‘-g-p

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
/] t tidak t apabila potensinya kurang

m dmfmmm dengan kebijakan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Kh tuk Daerah setingkat dengan daerah

pm‘:nu::. :?np: tidak mhﬁmm daerah kabupaten/kota

otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jmﬂs-

Pajak yang dapat dipungut

Pajak untuk daerah provinsi cum' Pajak unmk! dnmh'

kabupaten/kota.

Bagian Kedua
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¢.  Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai
kedutaan, konsulat, perwakillan negara asing dengan
asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional
yvang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari
Pemenntah; dan

d. objek Pajak lainnya vang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi
atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan
Bermotor.
(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau
Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor,

(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya
diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil
perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. o
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Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan
Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dan berbagai
sumber data yang akurat.
Nilm Jual Kendarnan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran
Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak
sebelumnya.
Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan
Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor
dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh
fuktor-faktor:
a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi  silinder
dan/atau satuan tenaga yang sama;
b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau
pribadi;
Hermotor yang sama;
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-16-
Pasal 7

mmmmmmm
dimtung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
&wudddmwﬁaﬁtlmdmmrm
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang w&
wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di!nkuhm
bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor. .

Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas
daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak
mﬁuahehs}buhnbarmrutmtmﬂmmgmuhm:
pendaftaran Kendaraan Bermotor.

mmwwmmﬂim

e |
X

& Mgl
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Lampiran 10. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan

' NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
' PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

e DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

=l
m a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan
kepada Wajib Pajak dan untuk
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-3 .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3262)
‘vang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3566);

b, Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Eapuhlﬂt

Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negml RﬁpuhliklmioneniaNomnréDM].
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Lampiran 11. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
No 1276 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. MANYAR KERTOARIO | TELP. (031) 5847053 FAX. 5941165
SURABAYA G116

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1276 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Daerah di Jawa Timur yang dituangkan dalam
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan -,i:';" &
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan %
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 153);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 260);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran !lelll‘!
Republik Indonesia Nomor 5960);

mm Pndm Repub& mm &m
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.

13, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun
2014 tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Melalui Anjungan Transaksi Mesin Samsat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 40

| Seri E);

14, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2016
entang Tata Cara Penerimaan da Penyeloran Pajak
Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2016 Nomor 5 Seri E);

15, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun

2016 tentang Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan

i Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor
Secara Elektronik (Berita Dacrah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);

16, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun

2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang

Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2018 Nomor 13 Seri E).
Memperhatikan ¢ 1. Peraturan Bersama Gubernur Jawa Timur, Kepala
Kepolisian  Dacrah  Jawa Timur dan Direktur
Operasional PT. Jasa Raharja (Perseio) Cabang Jawa
Timur Nomor : 8/PB/2007, Nomor : B/41/X/2007 dan P O
Nomor : SKEB/5/2007 tentang Pelaksanaan dan
Layanan Unggulan Samsat di Provinsi Jawa Timur. A
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Menetapkan

970/11123/101.22/2008, Nomor : KEP/4/2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Unggulan

Samsat di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur ditetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur yang

dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2
Menugaskan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk
melaksanakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR @ 1278 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 APRIL 2018

|. PENGERTIAN

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2  Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak
atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BENKB
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagal
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha

4 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta A
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan -;
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi "1;
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak i .
xendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan e

alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan
tidak melekat secara permanen serta kendaraan mw yan
Nilai Ju
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sejenisnya, Truck/ Pick-up dan sejenisnya, Sepeda Motor dan sejenisnya
dan Kendaraan Alat Berat dan Alat Besar

9 Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan
kendaraan bermotor

10} Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak

(11, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah

(12, Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah 12 (dua belas) bulan berturut-
turut terhitung mulai saat pendaflaran kendaraan bermotor

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

14 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah
15 Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat KP adalah Ketetapan Pajak i
yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak i %"
. yang masih harus dibayar. .
. 16 Kedinganan Pajak adaiah pengurangan pajak yang diberiken sebelum
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L %

Ll—) Pengenaan PKB dengan tarif Progresif adalah:

E a. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama
dan/atau alamat yang sama dengan penentuan urutan
kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau
Surat Pernyataan Wajib Pajak bermaterai cukup dan dilampiri

! fotocopy KTP,

: b Perubahan urutan kepemilikan karena kesalahan Wajib Pajak

dikenakan PKB Progresif sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Status kendaraan lapor jual, rusak, dan hilang tidak termasuk

dalam urutan kepemilikan kendaraan bermotor;

d. Kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) model mobil :

(1) sedan dan sejenisnya,

(2) jeep dan sejenisnya,

(3) station wagon dan sejenisnya;
(4) minibus dan sejenisnya;

(5) microbus; dan

(6) pickup double cabin.

e Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sejenisnya dengan | &
kapasitas mesin isi silinder mulai 250cc keatas. J |
117 Dalam rangka tertib administrasi dan akurasi data terhadap ’_—":d

hmdaraan ﬁermetur yang termasuk dalam objsk pengenaan tarif ~
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128 Berdasarkan hasil penyampaian SPSOPKB, NPPKB, m m
SP1, SP2 dan Surat Pﬁnymmlm‘kmmmm
langsung diberikan status berupa masih dimiliki, lapor jual, rusak,
hilang, kriminal, kecelakaan lalu lintas dan alamat tidak jelas.

2 PENETAPAN
Q‘/ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
fa Tarlf PKB
{1) 1.5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum;

{2) 1 % untuk kendaraan bermotor umum,

{(3) 0.5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans.

pemadam ketakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan
keagamaan Pemerintah/ TNI/ -POLRI  dan Pemerintah

Daerah,

{4) 0.2% (nol koma dua persen
alat berat dan alat-alat besar.

(5) Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan b
dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas
ditetapkan 50% dari nilas jual kendaraan bermotor yang

perlaku

Tarif Progresif
: {1) Kepemilikan kedua 2% (dua persen) ;

mwth_uuumanmw)

yuntuk Kendaraan Bermotor alat-

ermotor roda
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Kendaraan Bermotor Baru ©

Dealer/ Main Dealer atau sejenisnya nmmm surat
permohonan kepada Kepala Badan, yang dilampiri -
i. Copy Faktur;
ii Harga Pasaran Umum (HPUY Price List yang
mencantumkan type teknis dan type kendaraan;
ili. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

b) Bukan Kendaraan Bermotor Baru : .
Administratur Pelayanan PKB dan BBNKB (Adpel)
mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan,
yang dilampiri :

i. Copy Faktur;
ii. Notice Pajak terakhir/ Surat Keterangan Fiskal.

(5) Dasar Pengenaan PKB kendaraan bermotor yang telah
mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan
sebelum penggantian mesin,

d. Bobot.

Besarnya bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam

Peraturan Gubernur dan/ atau Keputusan Kepala Badan tentang ! 18
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB. RS

i" o. Fmghﬂunm Eman PKB.

v
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Lampiran 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 9 Tahun 2018 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor Tahun 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018

menctapkan Peraturan Gubernur tenting

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;

Mengingat : |. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 ‘tentang

Pembentukan  Previnsi  Djawa  Timur  (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1950 (Himpunan Peraluran-Peraturan Negara

Tahun 1950); ' :
2. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daeroh (Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Cadang Videnig  Bowwer 33 Teliun 2009 tealang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20149 Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermotor; i
i Negeri Nomor § Tahun 2018

74
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Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan
bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak
berupa motor atau peralatan lasinnya yang menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
miniolus) ous  Mou  adaiall Kendaraan Dermousr
angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9
{seminlan) sampai dengan 24 j[dua puluh empat) orang.
Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih dari 24 [dua puluh empat)
orang.

Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah
alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen

Nilai Jual Kendarasn Bermotor yang sclanjutnys
disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu
Kendaraan Bermotor

Harga Pasarzn Umum yang selanjutnya disingkat HPU
ta yang diperoleh dan berbaga

wal

adalah harga =@

sumber data vang ¢
Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara refatif
kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan
akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tahun pembuatan adalah tshun perakitan dan/atau
tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan
identifikasi oleh pthak berwenang.

75
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Pasal 3

Bobol  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut;

.

b.

(1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan

bl oty g, Sepeda solut fadae duy dan Sepeda Motor
roda tiga ditetapkan sebesar 1 (satu),

Sedan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,025 [satu
koma nol dua puluh lima,

. Jeep dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050 (satu koma

nol lima puluh);

. Minibus, Station Wagon dan sejenisnya ditetapkan

sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh);

- Microbus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu

koma nol delapan puluh lima);
Blind Van dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 {satu
koma nol delapan puluh lima);

. Pick Up dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1.085 [satu
Ikoma nol delapan puluh lima);

Bus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,1 {satu koma
Satul},

Truck dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,3 (satu koma
tiga); dan

Kendaraan alat beral dan alat-alat besar ditetapkan
sebesar 1 (satu).

Pasal 4

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

76
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Lampiran 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 116 Tahun 2010 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2010
Tentang Pajak Daerah

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMCR 116 TAHUN 2010
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS| JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang ' a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4),
Pasal 57 ayat (7), Pasal 59, Pasal 65 ayat (3), Pasal 67 ayat (7),
Pasal 62 ayat (4) dan Pasal 85 i paetaProvhim
Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah ‘Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, untuk Q}an& pelaksanaannya
perfu mengatur petunjuk pdbksmp Peraturan Daerah
dimaksud dalam Peraturan @hemﬁfm Timur:

Mot 4 Undang-Undall Noly Tal::i 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Tirnur {l-limpman"ﬂatuman Peraturan Nepra

Tahungsst}) sebag
18 Tahun 1 Pambdm dalam I.hdnr
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kali terakhir
dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undar ]

tentang Pemerintahan Dae
Indonesia Tahun 2008 N

78
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14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010
Tahun 2010 Nomor 1 Seri B),

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal1 =

1. Daerah adalah Provinsi
2. Pemerintah Provinsi adalah
3. Gubernur adalah 1

4. Dinas adalah Dinas
5
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BAB Il
JENIS PAJAK
Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:
a. PKB,

b. BBNKB;

c. PBBKB;

d. PAP; dan

e. Pajak Rokok,
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Lampiran 14. Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jember

Narasumber 1 : Moeh. Djamil,S.Sos (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
Narasumber 2 : Dedy Efridiansyah, S.Kom (Karyawan Bagian Operator Sistem)
Narasumber 3 : Ponang Undaghi T, SH (PDPP Samsat Teratai)

Wawancara dengan Narasumber 1 :

Penulis : Pajak progresif itu pajak yang bagaimana pak?

Narasumber 1 : pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan atas nama yang
sama baik itu kedua atau ketiga dan seterusnya. Khusus yang dikenakan pajak
progresif yaitu kendaraan pribadi jenis sedan, jeep, stasion wagon.Dikenakan

sesuai dengan objek pajak atau kendaraan tsh, dalam artian tipe, tahun dan cc.
Penulis : Untuk tarif pajaknya berapa pak?

Narasumber 1 : Besaran tarif pajak progresif kendaraan kedua 2% ketiga 2,5%

keempat 3% kelima dan seterusnya 3,5% dari NJKB.
Penulis :Adanya progresif itu karena apa pak?

Narasumber : yang pertama karena pertumbuhan jalan tidak sesuai dengan obyek
kendaraan bermotor jadi kebanyakan obyek kendaraan bermotornya dan untuk
meminimalisir atau menyesuaikan dengan keadaan tsb maka dilakukan aturan

dengan pajak progresif.
Penulis :Apa yang mempengaruhi pajak progresif pak?

Narasumber : yang pertama berpengaruh terhadap kepemilikan dikenakan
progresif otomatis pemilik yang pertama lapor jual, terkadang wajib pajak yang
sudah tidak memiliki obyek pajak tersebut tetapi masih atas nama pemilik, secara

administrative penyampaian surat surat perpajakan pemilik tsb sudah terjual, jadi
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untuk mendeteksi obyek pajak tepat sasaran. Yang kedua berpengaruh terhadap

kemacetan.
Wawancara dengan Narasumber 2 :
Penulis :Munculnya pajak progresif itu karena apa pak?

Narasumber 2 : Munculnya pajak progresif supaya ada rasa keadilan antara

kalangan menengah keatas dan kalangan menengah kebawah.
Penulis : Bagaimana proses pengenaan pajak progresif pak?

Narasumber 2 : Jadi pajak progresif itu akan dikenakan kepada setiap kendaraan
roda empat ataupun roda doa yang masuk dalam kategori pengenaan progresif,
roda empat termasuk sedan, jeep dan roda dua diatas 250 cc. Jadi proses
pengenaannya ketika dilakukan pendaftaran kalau melalui proses penul itu oleh
system akan muncul massage kendaraan progresif sekian, nah dari massage itu
nanti akan ditanyakan oleh petugas pendaftaran ke wajib pajaknya kalau terkana
progresif dan ditanyakan posisi kendaraannya gimana, kalau masih ada langsung
dip roses terus langsung ke kasir bayar pajaknya. Pada saat mutasi masuk atau
kendaraan baru pada saat penetapan, jadi pendaftaran di data dulu kemudian pada
proses penetapan nanti sebelum ditetapkan petugas mengecek kartu keluarga
terlebih dahulu dan kalau di dalam kartu keluarga tersebut ada mobilnya petugas
menanyakan ke wajib pajaknya apakah mobilnya masih ada kalu masih ada wajib

pajak harus membayar pajaknya.
Penulis : Lalu ada perbedaan antara proses penul dan kendaraan baru pak?

Narasumber 2 : iya ada, kalau proses penul ditanya ketika pendaftaran sedangkan

proses kendaraan baru ditanya pada saat perekaman data.

Penulis : Bagaimana jika wajib pajak membayar pajaknya selain di kantor samsat
pak? Maksutnya jika di drive thru, samsat corner ataupun lainnya apakah

ditanyakan terlebih dahulu?
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Narasumber 2 : ya tetap ditanyakan karena yang berhak melakukan perubahan

data itu di samsat.
Wawancara dengan Narasumber 3 :
Penulis : Apa perbedaan proses penul dengan proses kendaraan baru pak?

Narasumber 3 : Perbedaannya hanya di perkeman data, kalau proses penul suda
ada di data base sedangkan proses kendaraan baru masih tidak ada jadi harus

perekaman data terlebih dahulu.

Transkrip wawancara dengan wajib pajak pada saat pelayanan di Kantor Bersama

Samsat Jember

Penulis : Maaf bapak mengganggu, saya ingin bertanya apakah bapak paham

terkait pajak progresif?
Wajib pajak : Saya masih kurang paham soal pajak progresif mbak
Penulis : Kurang paham yang seperti apa pak?

Wajib pajak : Seperti tarif, persyaratan dan prosesnya mbak
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Lampiran 15. Formulir Pendataan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan

Baru
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o
-

Jwrvged

86



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 17. Faktur Kendaraan Bermotor

87

’ |
HONDA » e ]
|| PT Honda Prospect Motor . .
PR e |
T (82) 21 6510408 .

Nﬂmﬂf?ﬁkmr ;

1818441 1D DIMOTE D16 Tanggal : 10 Junuan-2019
| IDENTITAS PEMILIK : LUK Bevce
1 NAMA =
{| ALAmAT © DUSUN MANDARAN Il RTRW 002006 KEL. PUGER KULON KEC. PUGER
EABUPATEN JEMBER

NO. KTPITOP | A509082612860007

IDENTITAS KENDARAAN :

1 MERK BOKXD .

2. TYPE BRIO SATY |2 EMT CRD

3 JENIS © MOBIL PENUMPANG

- MODEL * MICROMMINIBUS

5  TAHUN PEMBUATAN © 15;¢ S - L 4 &

6. 151 SILINDER To1.198

T WARNA L MERAH

B, NO RANGKA/NIKVIN MHREDD1 74071903994

9 NO MESIN « LAIB3230936°

10. BAHAN BAKAR ¢ BENSIV

11 HARGA : RP 93,700,000 - o IR .0 e,

- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS RIBU R
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Lampiran 18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT JAWA TIMUR

Tanggal |27/04/2019

11 hS|4E|.KI|TY‘ NAJEN MERKNAMA MERKTYPE ‘ THBUAT |NILAIJUAL| BOBOT | DASAR | TARIF ‘h“
| |251 49 97 03 05 MINIBUS HONDA BRIO SATYA DD 1.2E MT CKD 2013 96000000 1,05 100800000 15
| |251 43 97 03 05 MINIBUS HONDA BRID SATYA DDT 1.2 E MT CED 2014 33000000 1.05 102950000 15
| |251 43 97 03 05 MINIBLIS HONDA ERIO SATYA DD 1.2 E MT CKD 2015 101000000 1.05 106050000 15
| |251 49 97 03 05 MINIBUS HONDA BRIO SATYA DDT 1.2E MT CKD 2016 106000000 1.05 111300000 15
251 49 97 03 05 MIMNIBLIS HOND&, ERIO SATYA DD 1.2 E MT CKD 2017 102000000 1,06 113400000 15
» ‘ I ) 1.05] 114450000
v
< >
Kirim 87 Data NJKB Ke
Dinas
Lalculator

Besaran PKB Besaran BBEN

Jonis S -
Kendaraan [QRIEE BEBHN | (Plat hitam)

Kendaraan it Progresif 4 SA3500.00)  BBN | (Plat Kuning) 2.270.000,00
BRID SATYA DD11.2 E MT CKD q .
Progresif 5 4005°800.00]  BBN I (Plat Kuning) 327.000.00

£ Bl BBHN | (Kng Insentif) 3.270.000.00
D P at Kunin 686.700,00 :
LRI Hobot, Lasari<Ennainal L BBN Il (Kng Insentif) 327.000.00
103.000.000,00 105 11445000000 JEERRUSTN 343 400.00

1.50 ] 3,50 EELAN 1500
Kuning [JIEN 08 BBN I [
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Lampiran 19. Register Penetapan

[E2| Repister Penetapan

Nomor Paolisi [P |#8%# /GG | Kepemilikanke [ | Kode SAMSAT
Nama Pemilik / Gelar |Seemm——) | |
Desa/Camat /Wil [DS PUGER KULON |PUGER |[JEMBER |
Alamat [DUSUN MANDARAN 11 | RW/RT (08 flo2
Merk / Type [BRIO SATYA DD11.2 E MT ( rml 5019
Tgl Pendaft
Jenis Kendaraan [MINIBUS | giFendattaran |77 |
Tgl Penetapan (24 |[1 2019
Golongan Kend. [STWGN & SEJENISNYA | =7
Tgl Pembayaran |24 |[1 2019
Th.Buat/cc/HP [2018 | /{1198 | /| o
Tgl Masa Pajak (24 (|1 2020
Plat Dasar |HITAM —
Tgl Masa STHNK (24 (|1 2024
Kode Wilayah |71 —
g v Tgl.Batal PJ
No. Kohir / Tahun (1473 /12019 Jumlah Bulan (12
No. Skum / Tahun [1474 /2019 Kode PKB Z|
Kode Proses BBN Nihil / Kode BBN [T | /[1 ]
Pokok Sanksi Administrasi Jumlah
Nilai Jual BEBNKB || 10.900.000,00 | | 0,00 | | 10.900.000.00
PKB || 1.716.800,00 | | 0.00 | | 1.716.800.00
| 0.00 | progresit 572.200.00 572.200.00
SKPD |:| SWDKLLJ | | 143.00000 | 000 || 143.000,00
Jumlah | 13.332.000,00 | | 000 | | 13.332.000.00
Penetapan sudah lunas. tidak bisa dihapus
(¥ UpDate | @ KELUAR
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Lampiran 20. Data Pembayaran Kendaraan Bermotor

Data Pembayaran Kendaraan Bermotor

Nomor Polisi EI Kepemilikan ke Kode Samsat |711

Kode SamLink |11
Nama/ Gelar |EERSHmS—wy | |

Kode Link 711
Alamat DUSUN MANDARAN II | S |
Kode Proses ZI

1]
. Tgl Penetapan
No. Kohir / Tahun (1473 2019 Tql Masa Pajak
No. Skum / Tahun [1474

1 2019
1 2020

[

Kode Wilayah

LR
E

i Tgl Pembayaran

SKPD 636938 Kode Kasir / Buktikas

1102 143
i 01 | Tunai
Jenis Pembayaran Kode Cetak [0
No.Kartu o000 |
ii” Pokok Sanksi Adm [Denda) | 5anksi Adm (Bunga) — | Jumlah -
|| BBNKB || 10.900.000,00 | | oo | | 000 || 10.800.000.00
PKB | 1.716.800,00 | | 0.00 | | 0,00 | | 1.716.800.00
Progresif 572.200.00 | I 572.200,00
SWDKLLS | | 143.000.00 | | 0.00 143.000,00
Jumlah | 13.332.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 13.332.000.00

Parkir Pokok  : 40.000.00 Kode Parkir : MNo. Stiker Parkir : I:I

;'i‘ Hapus '[}‘ Tandai Cetak Pengganti
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Lampiran 21. Master Kendaraan

Master Kendaraan

rama Pemilik / Gelar Telp Rumah
Kode wil/Camat/Desa [71 |/[10 |02 || ps pucer kuLon Talp. Kantor

RW/HT |08 |fD2 kec. PUGER
Mo, HP DEZ I Toaa
Knde 7 alamat IHnusuru MANDARAN IT |
NIOPKR (711504109

kode Merk / Type [40 }@ HONDA / BRIO SATYA DOL 1.2 E MT CKD
Kode Jenis f Colkend E MINIBLS FSTWCN BEIJENIBNYA Tql Faktur / Kwit (10
Th.Buat /Rakit/CC/HP [2018 [/z018 |/[1198 |/ | Tgl Lunas BEN
Warna |[MERAH | Tgl Pendaftaran

momor Chasis [MHRDD17501100399:4 Tgl Penetapan

Nomor Mesin (L12R32309267 Tgl Pembayaran

Mo BPEB 002416726 Tgl Masa Pajak

Kode Ident [JB/AIDD1478 Tgl Masa STNE

Tanggal BFEB (24 £ -|zo10 Tgl Cetak STHK

Kode Plat Dasar HITAM Tal SWDKLL] awal

Kode Bahan Bakar 1 | sensiv
Kode Status |5 | Sudah Cetak STNK
Kode Gand [/ Status Objek | | f’l:lTDK BERSTATUS (DIMILIKI) BLAG El
Kode Blokir Polisi [ |
Kode Proses : Baru Lunas WP. PRIBADI Progresit
Kode Sah/5TNK Cetak STNK SWDKLL 143000 o

Kode cetok STHK Cetak Ulang No/Th Kohir / No/Th Skum [1474 7 [zo1s

Pokok
EBN | LOZ0000D
PEB (1716800
572200
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Lampiran 22. Formulir Pendataan Subyek Pajak kendaraan Bermotor Pengesahan
STNK 1 Tahun
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Lampiran 23. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT JAWA TIMUR

Tanggal |27/04/2019

THBUAT [NILALJUAL| BOBOT

MERKNAMA MERKTYPE

251 49 B0 03 34 MIMNIBLIS MITSLBISHI HPANDER 1.5L EXCEED K 42 MT 2018 175000000 1,06 183750000 15

Kirim 87 Data NJKB Ke
Dinas

o

Besaran PKB Besaran BBEN
Jenis i

i 2.630.300,00 5
Kendaraan [RENS Elatblion BBN | (Flat hitam) 25.050.000,00
3.507.000.00

Kendaraan ikl Progresif 4 5.260.500,00 BBN | (Plat Kuning) 5.010.000.00
#PANDER 1.5 EXCEED K 452 MT F -
Progresif 5 6137.30000) BN || (Plat Kuning) 501.000.00

Lalculator

Dasar P Plat Kunin 1.052.100.00 )
HUIK.B Hobot - Dogar Hengenaor 2 BBN Il {Kng Insentify 501.000,00
ezl 1.05] 17535000000 QEUPRSOl 526 100,00

BBN

BEN II
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Lampiran 24. Register Penetapan

[E3| Register Penetapan @

Nomor Polisi [P |[B22 |[GJ | Kepemilikanke [ | Kode SAMSAT
Nama Pemilik { Gelar |B ERICIETES, || |
Desa/Camat/wil [DS MOJOSARI |PUGER |[JEMBER |
Alamat |DUSUN KRAJAN | RW/RT (15 A0
Merk / Type XPANDER 1.5L EXCEED K 4>| e I T
Tgl Pendaft
Jenis Kendaraan |[MINIBUS | gl Fendaltaran |22 |
Tgl Penetapan (26 |4 2019
Golongan Kend. [STWGHN & SEJENISNYA —
Tgl Pembayaran |26 |4 2019
Th.Buat/cc/HP (2018 | /(1499 | /| | A —
Tgl Masa Pajak (26 (|4 2020
Plat Dasar |HITAM | 26 |
Tgl Masa STHNK (26 (|4 2024
Kode Wilayah |71 =
Vb el Tgl.Batal PJ
No. Kohir / Tahun |7398 /12018 Jumlah Bulan |12
No. Skum / Tahun [7401 /2019 Kode PKB Z|
KT T BBN Nihil / Kode BBN [T | /[1]
Pokok Sanksi Administrasi Jumlah
Nilai Jual BENKB || 16.700.000,00 | | 000 | | 16.700.000,00
PKB || 2.630.300,00 | | 000 | | 2.630.300.00
| 0.00 | progresit ’W ’W
SKPD |:| SWDKLLJ | | 143.00000 | 000 || 143.000,00
Jumlah | 20.350.000,00 | | 0.00 | | 20.350.000,00
Penetapan sudah lunas. tidak bisa dihapus
 KELUAR
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Lampiran 25. Data Pembayaran Kendaraan Bermotor

Momor Polisi
Nama/ Gelar
Alamat

Kode Proses

No. Kohir / Tahun
Mo. Skum / Tahun

Data Pembayaran Kendaraan Bermotor

P ==l ]

Kepemilikan ke

” Kode SamLink

[DUSUN KRAJAN

20]
7398

Tgl Penetapan
Tgl Masa Pajak
Kode Wilayah

Kode Samsat  |711
711

Kode Link
2019
4 2020

LEGG

Parkir Pokok

Kode Giro Tgl Pembayaran EI
SRED HA31es Kode Kasir / Buktikas [1102 213
i 01 | Tunai
Jenis Pembayaran Kode Cetak [0
No.Kartu |oooo |
i Pokok -Sanksi Adm [Denda] | Sanksi Adm [Bunga] i “Jumlah -
| BBNKB || 16.700.000,00 0.00 | | 0.00 | | 16.700.000.00
PKB | 2.630.200.00 0.00 | | 0,00 | | 2.630.300.00
| ——————
Progresif 876.700,00 [ ] 876.700.00
SWDKLLJ | | 143.000,00 0.00 143.000.00
Jumlah | 20.350.000,00 0.00 | | 0.00 | | 20.350.000.00

95

; 40.000,00 Kode Parkir :

No. Stiker Parkir

- [
I [

'L} Tandai Cetak Penggant
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Lampiran 26. Master Kendaraan

63 Master Kendaraan

MNama Pemilik / Gelar
Kode Wil /Camat/Desa
R /RT

Kode f alamat

Kode Merk [ Type
Kode Jenis / Golkend
Th.Buat fRakit /CC /HP
Warna

Momor Ghasis

Nomor Mesin

Mo BPEB

Kode [dent

Tanggal BFKB

Kode Plat Dasar

Kode Bahan Bakar
Kode Status

Kode Proses
Kode Sah/STHE

Kode cetak STNK

WiD | 711 TEEE

71 ]/

10 |/ot ][5 ]ps mozosar

15 |/

01 Kec. PUCER

[1]jpu

5UN KRAJAN

49 |/[50_|/[o+ ][] MITSURISHI 7 XPANDER 1.51 EXCEED K 4X2 MT

251

MINIBUS

2018

|/2018 |/[1490

|7]

PUTIH MUTIARA

/STWGN SEJENISNTA

MEZM

CWHANIIO18040

1A91GG2858

003001993

JB/AIDD7445

_|4_|_ 2019

HITAM

BENSIN

Baru

Sudah Cetak STNK

Lunas

Coatak STNK

Getak Ulang

Kode Gand / Status Dhjek /|| oK BERsTATUS (DIMILIKDy KD OC ]

Kode Blokir Polisi

WP. PRIBADI

Tqgl Faktur / Kwiit
Tgl Lunas BEN
Tgl Pendaftaran
Tgl Penetapar
Tgl Pembayaran
Tgl Masa Pajak e Lj+ |
Tgl Masa SThHK
Tgl Cetak STHK |26 |
Tgl SWDKLL] awal

Progresif
SWDKLLT

[55] / (1] no/mskam

Telp Rumah
Telp. Kantor

MNo. HP S

NIOPKER (711510678

BEN (16700000

PKB 2630300

876700

143000 o

7401 f 2019

I KELUAR

96
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Lampiran 27. Dokumentasi Kegiatan Magang

ANA TEKNIS
P'EJNIgIETL(!:.EE\ﬁFbéﬁDA PATAN DAERAH
JEMBER

UNIT PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER

97
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UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER
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